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WALIKOTA KENDARI 
PERATURAN WALIKOTA KENDARI 

NOMOR 5"1 TAHUN 2019 

TENT ANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI 
NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 

PEMERINTAH KOTA KENDARI TAHUN 2014 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA KENDARI, 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka perubahan nilai satuan minimum 
kapitalisasi aset tetap untuk perolehan awal dan pegeluaran 
setelah perolehan, tambahan penjelasan penghapustagihan 
piutang, tambahan penjelasan terhadap koreksi kesalahan, dan 
tambahan penjelasan terhadap persediaan maka kebijakan 
akuntansi pemerintah kota kendari perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 21 
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kata 
Kendari Tahun 2014. 

Mengingat l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017, 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

13. Peratutan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari 
(Lembaran Daerah Kata Kendari Tahun 2016 Nomor 5); 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA 
KENDARI NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN 
AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA KENDARI TAHUN 2014 

Pasal I 

Peraturan Walikota Kendari Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Kata Kendari (Berita Daerah Kata Kendari Tahun 2014 Nomor 21) yang 
telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota : 
a. Peraturan Walikota Kendari Nomor 46 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 

Peraturan Walikota Kendari Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Kata Kendari (Berita Daerah Kata Kendari Tahun 2015 Nomor 46); 

b. Peraturan Walikota Kendari Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Kota Kendari (Serita Daerah Kata Kendari Tahun 2016 
Nomor 28); 

� Diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Akun diatur 
lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Walikota ini. 

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6 

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan mulai Tahun 
2020. 

(2) Penyusunan laporan keuangan Tahun 2019 mengacu kepada Kebijakan 
Akuntansi sebelumnya yang berlaku pada Pemerintah Kata Kendari. 



Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kata Kendari. 

Ditetapkan di Kendari 
pada tanggal 'J-fl - It _ 

WALIKOTA ENDARI 

2019 

Diundangkan di Kendari 
pada tanggal ?-J.. - l( - 2019 

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI 

� 
Hj. NAHWA UMAR 

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2019 NOMOR S'.LJ 


